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ABSTRAK 
 
 

Penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu kejahatan yang perlu 
penanganan yang sangat serius, terutama penyalahguna pskotropika. 
Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan 
apabila penggunanya tidak dalam pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan wewenang dalam persoalan psikotropika. Hal ini 
tidak hanya merugikan penyalahguna, tetapi berdampak pada kehidupan sosial, 
ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dapat menjadi ancaman bagi 
kehidupan bangsa dan negara. Hal ini perlu dicermati lebih mendalam dalam 
penjatuhan sanksi atau hukuman bagi penyalahguna psikotropika, mengingat 
penyalahguna merupkan korban atas perlakuan yang tidak bertanggung jawab 
para pengedar gelap psikotropika. Dalam ranah kajian hukum Islam belum 
ditemukan spesifikasi pembahasan yang secara utuh menjelaskan pokok 
pemidanaan terhadap penyalahgunaan psikotropika. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
dinamika psikotropika yang merupakan lahan bahasan baru dan secara aplikatif 
hanya dapat dikonsumsi oleh kepentingan farmasi saja. Namun, dalam dinamika 
hukum Islam  dikenal tentang khamr yang jika ditinjau dari segi illat-nya 
memiliki kesamaan dengan psikotropika, yaitu sama-sama memabukkan. 

 
Sebagaimana teori pemidanaan yang ada, sejauh mana implementasinya 

dalam kasus penyalahgunaan psikotropika perspektif hukum islam. Sehingga, 
teori pemidanaan manakah yang efektif dan efisien bagi pelaku penyalahguna 
psikotropika berikut kesesuaian antara teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan 
kaitannya bagi penyalahguna psikotropika  Maka penyusun tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (library 
research), dengan pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan literatur 
yang terkait dengan pembahasan, yang bersifat diskrifkip analitik, dengan 
menggunakan normatif yuridis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah library dan pada analisa metode yang digunakan adalah data kuantitatif. 

 
Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, implementasi teori 

pemidanaan bagi penyalahguna psikotropika tidak seluruhnya efektif dan 
beberapa diantara teori pemidanaan yang cenderung berhaluan dengan tujuan 
pemidanaan dalam hukum islam yang bertujuan pencegahan (al- radd wa al-jazr), 
perbaikan (al-‘isla ̄h), pendidikan (al-ta’di ̄b). Karena pada prinsipnya tujuan 
pemidanaan bukan hanya pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan 
pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan 
berkesadaran tinggi bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan 
hukuman, melainkan karena kesadaran diri akan tindakannya, di sinilah 
eksisntensi teori pemidanaaan diakumulasikan menjadi satu bagi penyalahguna 
psikotropika sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tertuang dalam 
KUHP dan hukum pidana islam. 
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Motto 

 

 

1ذي علم عليموفوق كل   

“ Dan di atas tiap-tiap yang berilmu (masih ada) yang lebih berilmu “ 

 

“Jangan selalu katakan apa yang kau ketahui, tapi selalu ketahui 

apa yang kau katakan” (Claudius, Kaisar Romawi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Q.S Yusuf (12) : 76 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam syair lagu Indonesia Raya, yang merupakan cermin dan cita-

cita pendiri negara Republik Indonesia, terdapat lirik yang berbunyi: 

Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya. Inti dari 

syair tersebut adalah membangun sumberdaya manusia. Namun dengan wabah 

psikotropika yang menjangkit negeri ini sangat mengganggu terwujudnya cita-

cita besar tersebut. 

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan apabila penggunanya tidak dalam pengawasan dan petunjuk 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang dalam persoalan 

psikotropika. Hal ini tidak hanya merugikan penyalahguna, tetapi berdampak 

pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dapat 

menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan 

psikotropika mendorong adanya peredaran gelap psikotropika menyebabkan 

meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi 

internasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan 

peredaran gelap. Disamping itu, perlu upaya pemberantasan peredaran gelap 

psikotropika yang lebih intens dari pihak berwenang terlebih dalam era 

globalisasi.1  

                                                            
1 Penjelasan Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang  Psikotropika. 
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Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari (1990) 

seorang Doktor Psikiatri membuktikan bahwa penggunaan psikotropika NAZA 

(narkotika,  alkohol, zat adiktif lainnya) menimbulkan dampak antara lain, 

merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar atau 

berfikir, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, perubahan prilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, 

gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan 

tindak kekerasan lainnya, baik kuantitatif maupun kualitatif. 

Penyalahgunaan psikotropika adalah penyakit masyarakat yang terus 

berjangkit hingga kini. Belakangan, penyakit ini bukan saja menghinggapi 

kelompok masyarakat rentan, tetapi juga menyebar ke anak-anak sekolah, 

sejumlah artis, tokoh masyarakat, dan aparat hukum yang terjerat barang haram 

itu terus bertambah. statistik penyalahgunaannya terus berfluktuasi. 

Sebagai data dapat dicatat bahwa kasus psikotropika di Indonesia pada 

saat ini meningkat dengan sangat pesat. Menurut Direktorat IV tindak pidana 

narkoba dan kejahatan terorganisir badan reserse kriminal polri mencatat 

terjadi kenaikan kasus tindak pidana narkoba jenis psikotropika selama kurun 

waktu tiga tahun terahir meningkat sebesar 16,89% atau naik dari 2409 kasus 

menjadi 2816 kasus.2 

Maraknya penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat salah 

satunya disebabkan oleh perolehan keuntungan yang sangat luar biasa dalam 

perdagangan gelap psikotropika tersebut, sehingga banyak orang tergiur untuk 

                                                            
2 http://www.Tempointeraktif.com/hg/Jakarta,id.html,diakses tanggal 16 Januari 2010, 

20.00 
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masuk dalam jaringan bisnis psikotropika, walaupun pihak yang berwajib, 

dalam hal ini kepolisian, juga telah berupaya terus menerus untuk memberantas 

peredaran dan penyalahgunaan psikotropika. Aparat kepolisian juga telah 

berupaya menyisir tempat-tempat yang menjadi lumbung psikotropika baik di 

bandara, pelabuhan, kafe, diskotik, tempat-tempat hiburan lainnya dan tempat-

tempat strategis lainnya yang dianggap sarang dari peredaran narkoba. 

Penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dapat dilakukan baik 

dalam bentuk pencegahan, penyembuhan maupun pemberian sanksi yang berat 

bagi pengedar gelap psikotropika agar mereka jera. Penanggulangan secara 

preventif adalah berupaya menghilangkan atau mencegah terjadinya 

penyalahgunaan psikotropika baik secara sektoral maupun lintas sektoral. 

Sedangkan penanggulangan secara represif pada dasarnya adalah penindakan 

pada pelaku yang melakukan tindak pidana mengedarkan dan mengunakan 

psikotropika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Dalam pemberian sanksi terhadap penyalahguna psikotropika tentunya 

pihak yang terkait dalam hal ini Hakim mempunyai teori pemidanaan tersendiri 

dalam memutuskan perkara tersebut, terlepas teori manakah yang menjadi 

acuan para Hakim dalam memutuskan perkara psikotropika. 

Dalam Islam terdapat suatu perintah untuk berbuat kepada ma’ruf dan 

mencegah yang munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara 

kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Hal ini merupakan suatu keharusan 

sebagaimana dalam Islam terdapat suatu lembaga peradilan Islam yang khusus 

menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat. Lembaga tersebut 



4 
 

disebut wilayah al Hisbah, dan tugas tersebut merupakan tanggungjawab setiap 

muslim. Tugas amar ma’ruf nahi munkar yang dijelaskan dalam al-qur’an dan 

hadits. Adapun salah satu ayat al-qur’an yang menerangkan hal tersebut adalah 

dalam surat Ali ‘Imran ayat 104: 

 المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكن
 3 المفلحون هم وأولئك

 
Berangkat dari latar belakang pemikiran yang dikemukakan di atas dan 

dengan maksud mengkaji secara akademis, maka penyusun ikut andil dengan 

melakukan penelitian dan penyusun ikut andil dengan melakukan penelitian 

dan penyusunan skripsi dengan judul Implementasi Teori Pemidanaan Bagi 

Penyalahguna Psikotropika;  Perspektif Hukum Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka 

penyusun merumuskan masalah, Bagaimana Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Implememtasi Pemidanaan Bagi Penyalahguna Psikotropika? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan 

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka terangkum tujuan dari 

penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap 

implementasi pemidanaan kasus penyalahgunaan psikotropika. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

                                                            
3 Ali’Imran (3) : 104. 



5 
 

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapakn dapat menambah 

kontribusi   dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap 

implememntasi pemidanaan kasus penyalahgunaan psikotropika. 

2. Secara ilmiah penelitian ini diharapakan dapat memberikan wacana 

kepada mahasiswa dalam upaya mengembangkan pemikiran dalam 

bidang hukum Islam. 

 
D. Telaah Pustaka 

Dalam ranah kajian hukum Islam belum ditemukan spesifikasi 

pembahasan yang secara utuh menjelaskan pokok pemidanaan terhadap 

penyalahgunaan psikotropika. Hal ini dilatarbelakangi oleh dinamika 

psikotropika yang merupakan lahan bahasan baru dan secara aplikatif hanya 

dapat dikonsumsi oleh kepentingan farmasi saja. Namun, sejarah dinamika 

hukum Islam justru telah banyak menbahas masalah khamr yang jika ditinjau 

dari segi illat-nya memiliki kesamaan dengan psikotropika, yaitu sama-sama 

memabukkan. 

Mekanisme sanksi dalam berbagai permasalahan pidana dalam hukum 

Islam telah dibahas secara detail dalam kitab al-Tasyri’ al-jina’i al-Islami; 

muqaran Bilqonun al-wadi’i karya Abdul Qadir Audah. Kitab ini secara 

terperinci membahas mekanisme pemidanaan secara umum dalam tinjauan 

hukum Islam, namun implememntasi pemidanaan yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan psikotropika belum terdapat dalam dinamika bahasan kitab 

tersebut. 



6 
 

Dalam karya lain penyusun menemukan karya ilmiah yang membahas 

pemberatan pemidanaan dengan judul “Pemberantasan Pemidanaan dalam 

Hukum Pidana Islam”.4 Skripsi ini fokus membahas masalah pemberatan 

pidana yang ditinjau dari kacamata hukum Islam secara umum dan tidak 

menyinggung topik masalah psikotropika. 

Disamping beberapa karya diatas, penyusun menemukan satu karya 

yang membahas mengenai psikotropika. Karya ini ditulis oleh 

Taufiqqurrahman dengan judul “ Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan 

Psikotropika munurut UU No.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam”.5 Skripsi ini 

merinci mengenai ketentuan pidana penyalahgunaan psikotropika yang 

terdapat dalam UU No.5 Tahun 1997, akan tetapi implementasi dari teori 

pemidanaan tersebut yang seharusnya menjadi bagian pokok dari pembahasan 

psikotropika yang banyak melukai garda bangsa ini. 

Terahir penyusun menemukan karya yang ditulis oleh Dewi Prawesti 

dengan judul “Pemberatan Pidana bagi Pemufakatan Jahat dalam Tindak 

Pidana Psikotropika Pasal 71 UU No.5 Thun 1997”.6 Dalam karya  ini 

dijelaskan secara detail mekanisme pemberatan pidana dalam kasus 

penyalahgunaan psikotropika apabila dilakukan dengan adanya pemufakatan 

antar pelakunya. 
                                                            

4  Mustajab, Pemberatan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam, skripsi fakultas 
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 

 
5 Taufiqurrahman, Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika munurut UU 

No.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta(2001). 

 
6 Dewi Prawesti, “ Pemberatan Pidana bagi Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana 

Psikotropika Pasal 71 UU No.5 Thun 1997, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2007).  



7 
 

Dari beberapa karya diatas penyusun belum menemukan karya yang 

spesifik membahas implementasi pemidanaan dalam masalah psikotropika 

ditinjau dari kacamata Islam. Hal ini sangat penting untuk dibahas karena 

dalam aplikasinya masih banyak dispensasi pidana bagi penyalahguna 

psikotropika yang selayaknya dihukum seberat-beratnya dan/atau dihukum 

sesuai dengan mekanisme yang terdapat balam undang-undang dengan 

berbagai macam alasan yang diungkapkan oleh penegak hukum. Inilah yang 

menjadi dasar bagi penyusun untuk menguraikan kesenjangan implememtasi 

pidana dalam kasus psikotropika datas. Besar harapan penyusun skripsi ini 

dapat menjadi pelengkap dinamika kajian dalam bidang psikotropika yang 

telah sebelumnya ditulis oleh para akademisi maupun para pemikir Islam demi 

terwujudnya pemahaman yang konprehensip terhadap kasus tersebut. 

E. Kerangka Teoritik 

Istilah pidana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah jarimah 

yang menurut Abdul Qadir Audah didefinisikan sebagai suatu larangan-

larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.7 

Kriteria perbuatan tersebut disuatu sisi dapat berbentuk aplikasi perbuatan 

yang dilarang oleh nash atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. 

Dalam definisi lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau 

tindakan anti sosial yang dapat menimbulakn kerugian atau ketidakpatutan 

                                                            
7 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’…1:66. 
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didalam masyarakat, maka negara harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

tindak pidana yang dilakukan.8 

Dalam pandangan hukum Islam, suatu perbuatan dipandang termasuk 

jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Unsur formal, yaitu adanya ketentuan atau dalil baik dari Al-Quran 

atau hadis yang secara jelas menunjukkan sebagai suatu perbuatan 

jarimah. 

2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum. 

3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. 

Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman 

dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu 

sendiri. Terdapat dua teori yang lazim disebut dengan jawabir dan zawajir.9 

Teori jawabir adalah pemidanaan tersebut diharapkan dapat mencegah orang 

lain untuk melakukan tindakan serupa. Sedangkan zawajir maksudnya adalah 

pemidanaan yang dibentuk tersebut berfungsi untuk menyadarkan pelaku 

jarimah agar tidak menanggulangi perbuatan jahat lagi. 

Soedjono D, menyatakan bahwa dewasa ini penggunaan psikotropika 

telah menyebar dikalangan masyarakat luas, akan tetapi pihak tertentu tidak 

memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti, 

sehingga hal ini telah terjadi penyalahgunaan psikotropika.10 Pengguna 

                                                            
8 Sudjono dan P Simanjuntak. B, Doktrin Kriminologi (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 41. 
 
9 Ahmad Fahri Bahansi, al-Uqūbah fi al-Islam, (kairo: Maktabah Da ̄r al-‘Uqūbah, 1961), 

hlm. 9. 
 
10 Soedjono D, Narkotika dan Remaja, hlm. 23 
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psikotropika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. 

Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi 

dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulakn efek negatif baik dalam 

kondisi addition maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan psikotropika 

terletak pada sifat psikotropika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan 

kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah euphoria delirium, hallucination, 

weakness dan drowsiness. 

Adapun penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang 

paling parah yakni “drowsiness”. Dalam kondisi ini pemakai mengalami 

penurunan kesadaran seperti setengah tidur dengan ingatan kacau. Apabila 

pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu saja dari 

keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat weakness.11 

Kenyataan yang ada di tanah air kita sekarang ini, permasalahan 

penyalahgunaan psikotropika telah merambah keseluruhan lapisan 

masyarakat. Bahkan bukan hanya di tempat hiburan, kampus, sekolah-

sekolah, pelosok desa, tapi juga di penjara pun masih, menyalahgunakan 

barang haram tersebut dengan cara diselundupkan. Dengan demikian arus 

narkoba di Indonesia bukan semakin berkurang, melainkan terus meningkat 

secara pesat, sehingga sangat mengancam dan membahayakan masa depan 

bangsa ini. Para pengguna psikotropika berasal dari berbagai golongan, mulai 

dari kaum remaja, generasi muda, hingga orang dewasa. Bahkan kadang juga 

anak-anak (di bawah usia 18 tahun). 

                                                            
11 Sudarsono, Kenakalan Remaja Preverensi, Rehabilitasi dan Rasionalisasi, hlm.66. 
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Profesi para pengguna psikotropika juga bermacam-macam, yang 

sangat memperhatikan, mayoritas para pengguna psikotropika adalah generasi 

muda padahal generasi muda merupakan penerus masa depan bangsa. Dalam 

suatu penelitian yang dilkukan oleh Dadang Hawari (1990) seorang Doktor 

Psikiatri membuktikan bahwa pengguna psikotropika NAZA (narkotika, 

alkohol, zat adiktif lainnya) menimbulkan dampak antara lain, merusak 

hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar atau berfikir, 

ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 

perubahan prilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, 

gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan 

tindak kekerasan lainnya, baik kuantitatif maupun kualitatif. 

Bahaya psikotropika merupakan masalah yang penting dan harus bisa 

diselesaikan, sehingga Islam sebagai agama yang mengandung nilai-nilai 

moralitas memberi peringatan dan melarang untuk tidak mendekati suatu 

yang membahayakan diri sendiri, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam ayat: 

 هلكة وأحسنوا إنّ االله يحبوأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى الت
 12 المحسنين

 
Dalam nash al-Qur’an dan al-Hadits tidak terdapat dalil 

menyangkut tentang psikotropika, tetapi ada sumber hukum Islam yang 

lain, selain dari pada al-Qur’an dan al-Hadits yakni ijma’ dan Qiyas, maka 

psikotropika diqiyaskan pada khamr karena sifatnya yang sama-sama bisa 

memabukkan dan setiap benda yang memabukkan hukumnya haram 

                                                            
12 Al-Baqarah (2) : 195. 
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dengan tidak memandang apakah dalam kuantitas banyak atau sedikit. Hal 

tersebut sesuai dengan hadits berikut: 

13ماحر مسكر كل و خمر مسكر كل  

Dari paparan nash diatas dapat diambil kesimpulan bahwa psikotropika 

yang menyebabkan seorang mabuk serta keadaan yang lain berupa perbuatan 

negatif haram hukumnya. Penyalahgunaan psikotropika membahayakan 

ekstensi bangsa dimata bangsa lain, karena meracuni jiwa penerus bangsa 

hingga seluruh bangsa dibayangi ketakutan. Hal ini bisa dilihat dari tinggi 

angka kriminalitas yang disebabkan dari praktek penyalahgunaan narkotika. 

F. Metode Penelitian 

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang 

dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode 

tertentu adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library 

reseach), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari 

buku-buku hukum tentang implememtasi pemidanaan psikotropika baik 

yang berasal dari undang-undang maupun karya umum yang relevan. 

 

 

                                                            
13 Al-Nasa ̂’i, Sunan al-Nasâ’i bi Syahri al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti (Beirût: Dar a ̂l-

ma’rifah, T.Th.) hlm. 286 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analitik, dimana penyusun menguraikan 

secara sistematis ketentuan hukum Islam tentang implememtasi 

pemidanaan kasus psikotropika dan kemudian dianalisa untuk mencari 

korelasi dengan hukum positif. 

3. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu 

penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum 

Islam. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami 

implementasi pemidanaan tentang penyalahgunaan psikotropika dari 

keragka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan 

sehubungan dengan refernsi yang sesuai dengan objek kajian dalam skripsi 

ini. Dalam penyusunsn ini dilakuakan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data 

tentang makanisme pemidanaan kasus psikotropika secara umum, 

baik yang berasal dari hukum Islam maupun yang berasal dari 

hukum positif. 

b. Bahan  

1) Bahan Primer 
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Yaitu data dari hukum Islam yang bersumber dari nash-

nash al-Qur’an, Hadits, ijma’ para fuqaha, dan dari hukum positif 

berupa Undang-Undang yang secara spesifik membahas 

implementasi pemidanaan kasus penyalahgunaan psikotropika. 

2) Bahan Sekunder 

Yaitu buku-buku umum atau data lain yang relevan dengan 

masalah implementasi pemidanaan penyalahgunaan psikotropika. 

5. Analisis data 

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi 

dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode induktif 

yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan 

secara general yang bersifat umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, 

penyusun membagi skipsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara 

garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari skipsi ini, dipaparkan 

mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok 

bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin 

dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa 

karya tulis yang terkait bengan permasalahan, serta kerangka teoritik yang 

mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab kedua , menjelaskan tentang diskursus teori pemidanaan. Dalam 

bab ini dibagi menjadi tiga sub poin bahasan. Pertama, yaitu teori pemidanaan 

dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam, yang meliputi teori retribusi, 

teori pelumpuhan, teori rehabilitasi. Kedua, teori pemidanaan dalam RUU 

KUHP. Ketiga, mengenai tujuaan pemidanaan 

Bab ketiga, tinjauan umum tindak pidana psikotropika yang meliputi 

sejarah pengaturan tindak pidana psikotropika, pengertian psikotropika, 

tindak pidana psikotropika, dan sanksi pidana dalam tindak pidana 

psikotropika. 

Bab keempat, analisa terhadap implementasi pemidanaan kasus 

psikotropika kaitannya dengan penyalahguna psikotropika, analisa ini dtinjau 

dari teori pemidanaan dalam Islam dan tujuan pemidanaan dalam hukum 

pidana Islam. 

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di uraikan di atas mengenai teori 

pemidanaan bagi penyalahguna psikotropika, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi teori pemidanaan bagi penyalahguna psikotropika tidak 

seluruhnya efektif dan beberapa diantara teori pemidanaan yang cenderung 

berhaluan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum islam yang bertujuan 

pencegahan (al- radd wa al-jazr), perbaikan (al-‘isla ̄h), pendidikan (al-ta’di ̄b). 

Karena pada prinsipnya tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan kepada 

pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar 

orang tidak melakukan kejahatan dan berkesadaran tinggi bahwa ia menjauhi 

jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri 

akan tindakannya, di sinilah eksisntensi teori pemidanaaan diakumulasikan 

menjadi satu bagi penyalahguna psikotropika sehingga sesuai dengan tujuan 

pemidanaan yang tertuang dalam KUHP dan hukum pidana islam. 

B. Saran 
 

Mengingat penyalahguna psikotropika semakin marak, perlu adanya 

formulasi hukum yang efektif dan penerapan hukum yang maksimal demi 

menekan angka penyalahguna psikotropika. 
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Dari hemat penyusun ada beberapa saran yang mugkin bisa dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penanggulangan penyalahgunaan 

psikotropika kaitannya dengan teori pemidanaan. 

1. Perlu adanya pendewasaan teori pemidanaan dan penyusaian teori 

pemidanaan dengan beberapa tujuan pemidanaan 

2. Tindakan pihak berwajib yang progresif dalam menangani kasus 

penyalahgunaan psikotropika, jadi bukan hanya semata-mata 

bertindak sesuai aturan yang berlaku atau aturan yang diamanatkan 

undang-undang. Akan tetapi bagaimana kebijakan atau keputusan 

yang diambil merupakan ganjaran yang layak dan pelajaran yang 

bisa menjadikan terpidana kembali menjadi orang yang baik dan 

diterima oleh masyarakat. Sehingga tidak mengulangi tindak pidana 

kembali (residiv). 
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Beiru ̄t: Da ̄r al-Fikr. 
 
Taufiqurrahman, Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika 

menurut UU No. 5 Tahun 1997 dan Hukum Islam, Yogyakarta: 
Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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No FN Hlm Terjemahan 

BAB I 

1 03 04 Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat 

yang menyeru  kepada kebajikan, menyuruh 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang munkar, merekalah 

orang-orang yang beruntung 

 

2 12 10 Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baik lah, 

karena sesunguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik  

3 13 11 Setiap yang memabukkan adalah khamr dan 

setiap khamr adalah haram 

 

BAB II 

5 16 16 maksud ditetapkannya hukuman terhadap 

pelanggaran perintah syari(Allah Swt, dan 

Rosulnya) adalah untuk memperbaiki kondisi 

manusia, menjaga mereka dari kerusakan, , 

menghindarkan mereka dari kebodohan, 

menunjukkan mereka dari kesesatan, 

menghindarkan mereka dari berbuat maksiat dan 

mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang 

taat  

 

 

DAFTAR TERJEMAHAN  
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BAB III 

10 8  khamr dalam bahasa arab adalah sesuatu yang 

telah disebutkan dalam Alquran yang bila 

dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat 

dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas dari 

yang memabukkan dari anggur saja. 

BAB IV 
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Menimbang: 
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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berdaulat dan berkedaulatan Rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, 
tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, 
bersahabat, tertib, dan damai; 

 
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya 

secara terus menerus di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus 
terhadap bahaya penyalahgunaan obat, psikotropika, narkotika, dan zat adiktif; 

 
c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi 

penyalahgunaannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kesejahteraan umat manusia 
serta masalah sosial lainnya; 

 
d. bahwa makin pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka masalah penyalahgunaan dan 
peredaran gelap psikotropika juga meningkat sehingga perlu kerja sama internasional untuk 
mengatasinya; 

 
e. bahwa berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council (Dewan 

Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 
1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan 
The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances 
(Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah 
menghasilkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971); 

 
f. bahwa ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia 

dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran 
psiktropika); 

g. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk 
mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) 
dengan Undang-undang; 

 



Mengingat: 
Pasal 5 ayat (1),Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945. 
 
 Dengan persetujuan  
 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971). 
 
 Pasal 1 
 
Mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi psikotropika 1971) dengan 
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2), yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam 
bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta salinan naskah asli Convention on 
Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dalam bahasa Inggeris serta 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Undang-undang ini. 
   
 Pasal 2 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
   
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
       Disahkan di Jakarta 
       pada tanggal 7 Nopember 1996 
       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
         ttd. 
 
          SOEHARTO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Nopember 1996 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
 REPUBLIK INDONESIA, 
 
    ttd. 
 
  MOERDIONO 
 



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 1000 
  
 

PENJELASAN 
 ATAS 
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 8 TAHUN 1996 
 TENTANG 
 PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 
 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) 
 
 
UMUM 
Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
   
Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama 
internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. 
   
Berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan 
ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan 
ancaman tersebut, Indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar 
negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya 
penyalahgunaan obat psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. 
   
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sitetis, bukan narkotika, yang berkhasiat 
psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 
pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan 
dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun 
tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan oleh 
dan/atau tidak di bawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, 
dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, 
masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya 
bangsa. 
   
Psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk menampung 
perkembangan kesepakatan internasional dan penanganan secara khusus bagi penyalahgunaan dan 
peredaran gelap psikotropika. 
 
 
   



Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukup strategis bagi lalu lintas 
internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap psikotropika. 
   
Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika 
menunjukkan gejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehingga dipandang perlu 
adanya peningkatan kerja sama internasional. 
   
Berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan 
Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada 
tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan the United Nations 
Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances (Konferensi Perserikan 
Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan Convention 
Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). 
   
Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama 
internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan 
psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan 
hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. 
   
Materi muatan konvensi pada hakikatnya sudah selaras dengan usaha Pemerintah Republik 
Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap psikotropika. 
   
Pengesahan konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama 
dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha 
penanggulangan atas penyalahgunaannya. 
   
Dari aspek kepentingan dalam negeri dengan menjadi pihak pada konvensi tersebut Indonesia dapat 
lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat 
umum, terutama generasi muda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 
psikotropika. 
   
Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam 
melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. 
Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan 
dapat lebih dimantapkan. 
   
Salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikut sertanya Indonesia untuk 
mengesahkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). 
   
Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya Konvensi sebagai berikut: 
 
1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. 
2. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan psikotropika. 



3. Tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. 
4. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan 

psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. 
5. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu 

pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin. 
6. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut 

memerlukan koordinasi dan tindakan yang universal. 
7. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan pengawasan 

psikotropika dan keinginan bahwa badan internasional yang melakukan pengawasan tersebut 
berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

8. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini. 
 
Dalam Konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain, sebagai berikut: 
1. Pengertian 
 Di dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan psikotropika adalah setiap bahan, baik 

alamiah maupun sitetis, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Psikotropika adalah setiap 
bahan, baik alamiah maupun sintetis, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Psikotropika 
Golongan I, II, III dan IV yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Konvensi ini. 

 
 Psikotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, 

tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan sehingga akan dapat 
mengganggu kesehatan dan menimbulkan masalah sosial lainnya. 

 
2. Lingkup Pengawasan 
 
 Para Pihak diminta aktif melakukan pengawasan terhadap psikotropika yang terdapat dalam 

Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV. Selain psikotropika yang tercantum di dalam 
Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV tersebut agar Para Pihak juga diminta aktif 
melaporkan beserta data pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa apabila mempunyai informasi berkenaan dengan psikotropika yang belum berada di 
bawah pengawasan internasional, yang menurut pendapatnya perlu dimasukkan ke dalam 
Daftar Psikotropika. 

 Demikian pula apabila diperlukan pemindahan dari satu golongan ke golongan lain ataupun 
penghapusan dari Daftar. 

 
3. Penggunaan, Penandaan, dan Periklanan 
 Penggunaan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau diberikan 

oleh tenaga lain yang diberi wewenang. 
 
 Untuk keselamatan pemakai, diperlukan penandaan mengenai petunjuk penggunaan dan 

peringatan yang dicantumkan pada kemasan psikotropika. Periklanan psikotropika bagi 
masyarakat umum pada prinsipnya dilarang. 

 
4. Perdagangan Internasional 
 



 Para pihak diminta agar produksi, perdagangan, pemilikan, dan pendistribusian psikotropika 
yang tertuang pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV didasarkan atas izin yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 

 
 Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV, Para 

Pihak diminta agar produsen dan semua yang diberi wewenang untuk memperdagangkan 
dan mendistribusi psikotropika, menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, 
jumlah yang dibuat, psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, dan penerima. 

 
 Konvensi ini menghendaki agar Para Pihak melakukan pengaturan yang sebaik-baiknya 

berkenaan dengan ekspor impor Psikotropika. Para Pihak melalui Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarang pemasukan 
ke dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, psikotropika yang tercantum dalam Daftar 
Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV. 

 
5. Tindakan untuk Pertolongan Pertama dan Keadaan Darurat. 
 
 Psikotropika yang termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, yang 

dibawa melalui penangkutan internasional untuk tujuan pertolongan pertama pada 
kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggap sebagai kegiatan ekspor-impor atau 
perlintasan melalui negara. 

 
6. Pemeriksaan 
 
 Para Pihak akan menegakkan suatu sistem pemeriksaan atas para produsen, eksportir, 

importir, serta distributor psikotropika, sarana pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu 
pengetahuan yang menggunakan psikotropika tersebut. 

 
7. Pelaporan 
 
 Kewajiban Para Pihak melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai: 
 a. penerapan Konvensi di negaranya, perubahan-perubahan penting dalam hukum dan 

peraturan perundang-undangan psikotropika; 
 b. nama-nama pejabat pemerintah dan alamat yang menangani perdagangan 

internasional psikotropika; 
 c. kasus lalu lintas gelap atau penyitaan dari lalu lintas gelap yang dianggap penting; 
 d. ekspor, impor dan produksi. 
8. Pencegahan Penyalahgunaan 
 
 Para Pihak akan mengambil langkah pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi 

dini, pengobatan dan rehabilitasi secara terkoordinasi serta akan meningkatkan kemampuan 
personal melalui pelatihan. 

 
9. Peredaran Gelap 
 



 Dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasinya, Para Pihak akan 
melakukan pencegahan penyalahgunaan dengan: 

 a. membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan 
pencegahan dan pembernatasan peredaran gelap dengan menunjuk kepada suatu 
badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut; 

 b. melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika; 
 c. mengadakan kerja sama antar Para Pihak dan organisasi internasional yang 

berwenang. 
10. Penerapan Ketentuan Tentang Pengawasan Yang Lebih Ketat 
 
 Para Pihak dapat mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat atau lebih tegas daripada 

yang ditetapkan dalam Konvensi ini, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 
 Indonesia bukan sebagai negara penandatangan Konvensi, maka sesuai dengan isi Pasal 25 

dan 26 Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), cara 
yang ditempuh untuk menjadi Pihak pada Konvensi adalah dengan menyampaikan Piagam 
Aksesi. 

 
 Apabila Indonesia telah menyampaikan Piagam Aksesi, maka Konvensi ini akan mulai 

berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya Piagam Aksesi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 
 Aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerjasama internasional 

di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dengan 
semua negara dan lembaga internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN 
lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi konvensi ini. 

 
 

PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 

 Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka 
yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggeris. 

 
 Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2) Konvensi berdasarkan 

prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah 
Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak. 

 
Pasal 2 

 
Cukup jelas 

 
 

 



 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3657 
 
 LAMPIRAN 
 
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 8 TAHUN 1996 
 
 TENTANG 
 PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC 
 SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) 
 
 RESERVATION ON ARTICLE 31 PARAGRAPH (2) CONVENTION 
 ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 
 
 
The Republic of Inconesia, while acceding to the Convention on Psychotropic Substances 1971, 
does not consider it self bound by the provision of Article 31 Paragraph (2) and takes the position 
that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been 
settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said article, may be refered to the 
International Court of Justice only with the consent of all the parties to the dispute. 
 
     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
        ttd. 
 
          SOEHARTO 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KEBINET RI 
Kepala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan 
 
ttd. 
 
  Lambock V. Nahattands 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 
 
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 8 TAHUN 1996 
 
 TENTANG 
 PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC 
 SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) 
 
 PENSYARATAN TERHADAP PASAL 31 AYAT (2) 
 KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971 
 
 
Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap Konvensi Psikotropika 1971, tidak berarti 
terikat pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat 
perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur 
sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya 
berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa. 
 
 
       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
         ttd. 
 
          SOEHARTO 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KEBINET RI 
Kepala Biro Hukum 
dan Perundang-undangan 
 
ttd. 
 
Lambock V. Nahattands 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



KONVENSI PSIKOTROPIKA *) 
 
 MUKADIMAH 
  Para Pihak, 
   
  Memperhatikan dengan seksama kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, 
   
  Memperhatikan dengan seksama kesehatan masyarakat dan masalah-masalah sosial yang 
diakibatkan oleh penyalahgunaan psikotropika tertentu, 
   
  Bertekad mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang menyebabkan 
penyalahgunaan psikotropika tersebut, 
   
  Menimbang bahwa diperlukan tindakan yang keras untuk membatasi penggunaan psikotropika 
tersebut untuk tujuan-tujuan yang sah, 
   
  Mengakui bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan sangat 
diperlukan dan penyediaannya untuk tujuan semacam itu seharusnya tidak terlalu dibatasi, 
   
  Meyakini bahwa langkah-langkah yang efektif memberantas penyalahgunaan psikotropika tersebut 
memerlukan koordinasi dan tindakan universal, 
   
  Mengakui kewenangan Perserikatan Bangsa=Bangsa di bidang pengawasan psikotropika serta 
menginginkan agar badan-badan internasional dimaksud hendaknya berada dalam kerangka 
Organisasi itu, 
   
  Mengakui bahwa suatu konvensi internasional diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, 
   
*) Catatan Sekretariat : 
 Dalam naskah berikut ini sejumlah perbaikan kecil dicantumkan hal tersebut diminta karena 

kesalahan-kesalahan dan kelalian-kelalaian tertentu dalam naskah asli bahasa Inggeris dari 
Konvensi ini dan yang disebabkan oleh proses-verbal Ratifikasi Konvensi Asli yang ditanda 
tangani 15 Agustus 1973 dan disampaikan ke Pemerintah-Pemerintah oleh Kantor Urusan 
Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (the Office of Legal Affairs of the United Nations) 
dalam selebaranya bernomor PC.N.169, 1973. TREATIES-5 dan C.N.321,1974, 
TREATIES-1 tertanggal 30 Agustus 1973 dan 9 Desember 1974. 

 (Perbaikan-perbaikan tersebut) mempengaruhi pasal 2, paragraf 7(a) dan formula kimiawi 
dari bahan-bahan tertentu dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, dan IV yang 
dilampirkan pada Konvensi ini. 

 
 Menyetujui hal sebagai berikut: 
 
  
 
 

 



Pasal I 
 
 PENGGUNAAN ISTILAH 
 
Kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain, istilah-istilah berikut dalam 
Konvensi ini mempunyai pengertian seperti yang tersebut di bawah ini. 
 
(a) Dewan adalah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 
(b). Komisi adalah Komisi Narkotika dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-

Bangsa. 
 
(c) Badan adalah Badan Pengawasan Narkotika Internasional yang ditetapkan dalam Konvensi 

Tunggal Narkotika 1961. 
 
(d) Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
 
(e) Psikotropika adalah setiap bahan, alami ataupun sintetis (termasuk sediaan), yang terdapat 

dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV. 
 
(f) Sediaan adalah 
 
 (i) setiap larutan atau campuran, dalam bentuk apa pun, yang  mengandung satu atau 

lebih bahan psikotropik, atau 
 
 (ii) satu atau lebih bahan psikotropik dalam bentuk sediaan. 
 
(g) Daftar Psikotropika Golongan I, Daftar Psikotropika Golongan II, Daftar Psikotropika 

Golongan III, dan Daftar Psikotropika Golongan IV, adalah daftar golongsn psikotropika 
yang saling berkaitan yang dilampirkan pada Konvensi ini sebagaimana yang diubah sesuai 
dengan pasal 2. 

 
(h) Ekspor dan Impor dalam masing-masing konotasinya adalah pemindahan psikotropika 

secara fisik dari satu negara ke negara lain. 
(i) Produksi adalah segala proses kegiatan dimana psikotropika dapat dihasilkan, dan termasuk 

penyulingan ataupun transformasi dari bahan psikotropik ke dalam psikotropik lain. 
Pengertian istilah tersebut juga meliputi produksi sediaan di luar sedian yang dibuat menurut 
resep di apotek-apotek. 

(j) Peredaran Gelap adalah proses peredaran psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan Konvensi ini. 

(k) Wilayah adalah setiap bagian dari suatu Negara yang mengacu pada pasal 28, dinaytakan 
sebagai kesatuan terpisah untuk maksud Konvensi ini. 

(l) Bangunan adalah bangunan atau bagian dari bangunan, termasuk tanah di sekitarnya. 
 
  

 



Pasal 2 
 

RUANG LINGKUP PENGAWASAN PSIKOTROPIKA 
 
1. Bila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai informasi yang berkaitan 

dengan psikotropika yang belum berada di bawah pengawasan internasional yang menurut 
pendapatnya dapat ditambahkan ke dalam salah satu Daftar Psikotropika Gplongan dalam 
Konvensi ini, maka Pihak atau Organisai tersebut harus memberitahukan Sekretaris Jenderal 
dan melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut. Prosedur 
tersebut di atas harus juga berlaku apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia 
mempunyai informsi yang membenarkan pemindahan suatu psikotropika dari satu Daftar ke 
Daftar lain diantara daftar-daftar tersebut, atau penghapusan suatu psikotropika dari daftar-
daftar itu. 

 
2. Sekretaris Jenderal harus mengirimkan pemberitahuan beserta setiap informsi yang 

dianggapnya sesuai kepada Para Pihak Komisi, dan apabila pemberitahuan tersebut dibuat 
oleh satu Pihak, dikirimkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia. 

 
3. Apabila informasi yang dikirimkan bersama pemberitahuan semacam itu menunjukan bahwa 

psikotropika tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau 
Daftar Psikotropika Golongan II sesuai dengan paragraf 4, maka Para Pihak berdasarkan 
semua informsi yang tersedia harus meneliti kemungkinan penerapan ketentuan atas 
psikotropika ini terhadap semua tindakan pengawasan yang dapat diterapkan terhadap 
psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau Daftar Psikotropika 
Golongan II sebagaimana layaknya. 

4. Apabila Organisasi Kesehatan Dunia berpendapat: 
 
 (a) bahwa psikotropika tersebut mempunyai potensi yang mengakibatkan: 
  (i) (1) keadaan ketergantungan, 
   (2) rangsangan terhadap sistem saraf pusat atau depresi yang 

mengakibatkan halusinasi atau gangguan-gangguan dalam fungsi 
otak atau pikiran atau tingkah laku atau persepsi atau suasana hati 

  (ii) penyalahgunaan serupa dan akibat buruk yang sama sebagai akibat suatu 
psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, II, 
dan IV, dan  

 
 (b) ada cukup bukti bahwa bahan tersebut sedang atau cenderung akan disalahgunakan 

sehingga menimbulkan suatu masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang 
memerlukan pengawasan internsional, maka Organisasi Kesehatan Dunia akan 
menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian dari psikotropika tersebut, termasuk 
luasnya atau kemungkinan penyalahgunaannya, tingkat keseriusan masalah 
kesehatan masyarakat dan masalah sosial serta tingkat kegunaan psikotropika 
tersebut dalam terapi medis, bersama saran-saran dan tindakan pengawasan, jika ada, 
yang sesuai dengan hasil penilaian. 

 
 



5. Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaian-
penilaiannya akan menentukan mengenai hal-hal medis dan ilmu pengetahuan, dan dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan dan faktor-faktor 
lain yang dianggap sesuai, maka Komisi dapat menambahkan bahan tersebut pada Daftar 
Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV. Selain itu Komisi dapat mengusahakan informsi 
lebih lanjut dari Organisasi Kesehatan Dunia atau dari sumber-sumber lain yang memadai. 

6. Bila pemberitahuan menurut paragraf 1 menyangkut suatu psikotropika yang telah 
dicantumkan pada salah satu Daftar Golongan Psikotropika yang ada, maka Organisasi 
Kesehatan Dunia akan memberitahukan kepada Komisi mengenai penemuan-penemuan 
barunya, dan setiap penilaian baru yang mungkin dibuat tentang Bahan tersebut sesuai 
dengan paragraf 4, serta saran-saran baru mengenai tindakan-tindakan pengawasan yang 
dianggap memadai mengenai penilaian itu. 

 Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia sebagaimana 
dimaksudkan paragraf 5 dan mengingat faktor-faktor yang disebut dalam paragraf itu, 
Komisi dapat memutuskan untuk memindahkan psikotropika tersebut dari satu Daftar ke 
Daftar lain atau menghapuskannya dari daftar-daftar yang ada. 

 
7. Setiap keputusan Komisi yang sesuai dengan pasal ini harus diberitahukan oleh Sekretaris 

Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang 
bukan Pihak pada Konvensi, Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan. Keputusan semacam 
itu harus sepenuhnya diberlakukan oleh masing-masing Pihak, 180 hari (seratus delapan 
puluh hari) setelah dikeluarkannya pemberitahuan itu, kecuali bagi setiap Pihak yang dalam 
masa itu, berkaitan dengan keputusan penambahan suatu bahan ke dalam suatu Daftar, telah 
menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal pemberitahuan tertulis bahwa pihak tersebut 
karena keaadan yang luar biasa dimungkinkan memberlakukan ketentuan-ketentuan 
Konvensi yang dapat diterapkan terhadap Bahan-bahan dalam Daftar itu.Pemberitahuan itu 
harus disertai alasan-alasan bagi tindakan luar biasa itu. Namun demikian, sekalipun ada 
pemberitahuan tersebut masing-masing Pihak, setidak-tidaknya harus menerapkan 
ketentuan-ketentuan pengawasan sebagai berikut: 

 (a) Suatu pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahan yang 
sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan pada Daftar Psikotropika Golongan I 
akan sejauh mungkin memperhatikan tindakan-tindakan pengawasan khusus yang 
dirinci menurut pasal 7, dan berkenaan dengan Bahan itu, harus: 

  (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan dan distribusi 
   sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 untuk Bahan dalam Daftar 
   Psikotropika Golongan II; 

(ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan atau penyaluran 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 bagi Bahan yang terdapat dalam 
Daftar Psikotropika Golongan II; 

(iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan 
 impor sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 12, kecuali  menyangkut 
Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan  mengenai Bahan yang 
dipermasalahkan; 

  (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 
13 untuk Bahan-bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang 
berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor; 



  (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 
4(a) pasal 16; 

  (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang 
diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. 

 (b) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahan yang 
sebelumnya tidak diawasi yang dimsukkan ke dalam Daftar Golongan II, berkenaan 
dengan bahan tersebut, harus: 

  (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai 
dengan pasal 8; 

   (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan 
pasal 9; 

(iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali terhadap Pihak lain yang 
telah menyampaikan pemberitahuan semacam itu untuk Bahan yang 
dipermasalahkan; 

  (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban dari pasal 13 untuk bahan-bahan dalam 
Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan 
pembatasan ekspor dan impor; 

  (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 
4(a), (c), dan (d) pasal 16; dan 

  (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang 
diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. 

 (c) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahan yang 
sebelumnya tidak diawasi yang diamsukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan 
III, berkenaan dengan Bahan tersebut harus: 

  (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian 
   sesuai Pasal 8; 

(ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai 
 dengan pasal 9; 

  (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali bagi Pihak lain yang telah 
menyampaikan pemberitahuan tentang Bahan yang dipermasalahkan; 

  (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 berkenaan dengan larangan dan 
pembatasan mengenai ekspor dan impor; dan 

  (v) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk pemberantasan 
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang 
diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. 

 (d) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan serupa itu berkenaan dengan Bahan 
yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan ke dalam Daftar Psikotropika 
Golongan IV yang berkenaan dengan bahan tersebut, harus: 

  (i) memerlukan izin produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai dengan 
Pasal 8; 

  (ii) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 yang menyangkut larangan dan 
pembatasan atas ekspor dan impor; dan 



  (iii) mengatur tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas 
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan 
yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. 

 (e) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu Bahan yang 
dipindahkan ke suatu Daftar yang menetapkan pengawasan dan kewajiban-
kewajiban yang lebih ketat, harus menerapkan sekurang-kurangnya semua ketentuan 
Konvensi ini yang dapat diterapkan pada Daftar asal Bahan itu dipindahkan. 

8. (a) Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi berdasarkan pasal ini harus ditinjau 
kembali oleh Dewan atas permintaan setiap Pihak yang diajukan dalam waktu 180 
hari (seratus delapan puluh hari) setelah di terimanya pemberitahuan keputusan 
tersebut. 

  Permintaan untuk peninjauan kembali harus dikirmkan kepada Sekretaris Jenderal 
bersama dengan semua informasi yang sesuai sehingga dapat dijadikan dasar bagi 
peninjauan tersebut. 

 (b) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan salinan-salinan permintaan untuk penilaian 
dan informasi yang sesuai tersebut kepada Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan 
semua Pihak serta meminta mereka menyampaikan pandangan dalam jangka waktu 
90 hari (sembilan puluh hari). Semua pandangan yang diterima akan disampaikan 
kepada Dewan untuk di pertimbangkan. 

 (c) Dewan dapat mengukuhkan, mengubah, atau menarik keputusan Komisi. 
Pemberitahuan keputusan Dewan akan disampaikan kepada semua Negara Anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Komisi, 
Organisasi Kesehatan Dunia, dan Badan. 

 (d) Selama menunggu hasil penilaian, keputusan yang asli dari Komisi sesuai paragraf 7 
harus tetap berlaku dan tunduk pada paragraf 7. 

9. Para Pihak harus mengusahakan sebaik mungkin langkah-langkah pengawasan terhadap 
Bahan yang tidak diatur dalam Konvensi ini. Akan tetapi, terhadap Bahan yang mungkin 
digunakan dalam produksi Bahan psikotropik secara gelap, tindakan-tindakan pengawasan 
yang memadai perlu diterapkan. 

 
 Pasal 3 
 

KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN 
 

1. Kecuali sebagaimana dicantumkan dalam paragraf-paragraf berikut dari pasal ini, suatu 
sediaan yang mengandung suatu bahan psikotropik akan terkena tindakan-tindakan 
pengawasan yang sama seperti tindakan pengawasan pada bahan psikotropik itu sendiri. Jika 
sediaan itu mengandung lebih dari satu bahan psikotropik, maka diberlakukan tindakan 
seperti yang diterapkan terhadap bahan-bahan yang sangat ketat diawasi. 

 
2. Apabila suatu sediaan mengandung bahan psikotropik selain daripada yang tercantum dalam 

Daftar Psikotropika Golongan I diracik sedemikian rupa sehingga tidak berisiko atau hanya 
menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tak berati, dan bahan tersebut tidak dapat 
dimurnikan kembali dengan sarana yang memadai dalam jumlah yang dapat disalahgunakan 
sehingga sediaan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan umum dan sosial, maka 
sediaan tersebut dapat dikecualikan dari tindakan pengawasan tertentu sebagaimana 



tercantum dalam Konvensi ini sesusai dengan paragraf 3. 
 
3. Apabila suatu Pihak menemukan sesuatu di dalam paragraf terdahulu tentang suatu sediaan, 

maka Pihak yang bersangkutan dapat menentukan untuk mengecualikan sediaan tersebut, 
baik di dalam negara maupun di salah satu wilayahnya, dari setiap atau keseluruhan tindakan 
pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini. Namun persyaratan dalam pasal-
pasal dibawah ini harus tetap diberlakukan: 

 (a) pasal 8 (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi; 
 (b) pasal 11 (perihal catatan), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang 

dikecualikan; 
 (c) pasal 13 (larangan dan pembatasan ekspor dan impor); 
 (d) pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi; 
 (e) pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Para Pihak), sebagaimana diterapkan 

terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; dan 
 (f) pasal 22 (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untuk kegiatan yang 

bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-
kewajiban sebelumnya. 

 Suatu Pihak harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai setiap keputusan semacam 
itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan, dan tindakan pengawasan terhadap 
sediaan yang dikecualikan. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada 
Pihak-Pihak lain, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dewan. 

 
4. Apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai keterangan mengenai 

suatu sediaan yang dikecualikan sesuai dengan paragraf 3, yang menurut pendapatnya 
mungkin perlu dihentikan dari pengecualian secara keseluruhan ataupun sebagian, maka 
Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia tersebut harus memberitahukan kepada Sekretaris 
Jenderal dan harus melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan 
tersebut. 

 Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan setiap informasi yang 
dianggapnya sesuai, kepada semua Pihak dan Komisi. Apabila pembertihauan tersebut 
dibuat oleh suatu Pihak, maka Sekretaris Jenderal harus menyampaikannya kepada 
Organisasi Ksehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia harus menyampaikan kepada 
Komisi suatu penilaian atas sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan 
dalam paragaf 2, bersama dengan rekomendasi atas tindakan pengawasan apabila ada, 
sehingga sediaan tersebut harus dihentikan dari pengecualian. Komisi, dengan 
mempertimbangkan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya 
akan menentukan bagi maslah-maslah medis dan ilmu pengetahuan, dan mengingat faktor-
faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat 
memutuskan untuk mengakhiri pengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau 
keseluruhan tindakan pengawasan. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi sesuai 
dengan paragraf ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara 
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, 
Organisasi Kesehatan Dunia dan kepada Badan. Semua Pihak harus mengambil langkah-
langkah untuk mengakhiri pengecualian dari tindakan pengawasan atau tindakan yang 
dipermasalahkan terhitung jangka waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) dari tanggal 
pemberitahuan Sekretaris Jenderal. 



 Pasal 4 
 
 KETENTUAN KHUSUS YANG LAIN TENTANG LINGKUP PENGAWASAN 
 
Selain psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak dapat 
mengizinkan: 
 
(a) bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi oleh pelaku perjalanan 

internasional, namun setiap Pihak berhak memperoleh keyakinan bahwa sediaan tersebut 
diperoleh secara sah; 

 
(b) penggunaan Bahan psikotropik demikian dalam insdustri untuk produksi nonpsikotropika 

atau produk-produknya, harus tunduk pada penerapan tindakan pengawasan sebagaimana 
disyaratkan dalam Konvensi ini sehingga psikotropika tersebut sampai pada suatu kondisi 
yang dalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan ke bentuk semula. 

 
(c) penggunaan psikotropika semacqam itu, untuk penangkapan binatang oleh orang secara 

khusus diberi izin oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan atauran 
pengawasan sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi. 

 
 Pasal 5 
 
 PEMBATASAN PENGGUNAAN BAGI KEPERLUAN PENGOBATAN 
 DAN TUJUAN ILMU PENGETAHUAN 
 
1. Setiap Pihak harus membatasi penggunaan Bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan I 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7. 
 
2. Selain yang ditetapkan dalam pasal 4, setiap pihak harus membatasi proses produksi, ekspor, 

impor, distribusi dan penyediaan, perdagangan, penggunaan dan pemilikan psikotropika 
dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV bagi keperluan pengobatan dan tujuan 
ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah yang dianggap layak. 

 
3. Diharapkan agar Para Pihak tidak mengizinkan pemilikan psikotropika sebagaimana 

tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, kecuali apabila pemilikan 
tersebut dibenarkan menurut hukum. 

 
 Pasal 6 
 
 ADMINISTRASI KHUSUS 
 
Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, setiap Pihak diharapkan 
menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi khusus yang bermanfaat yang memungkinkan 
kerja sama secara erat dengan administrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari 
konvensi pengawasan narkotika. 
 



 Pasal 7 
 
 KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG PSIKOTROPIKA 
 DALAM DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I 
 
Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak harus: 
(a) melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yang sangat dibatasi dan 

tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya oleh orang-orang yang benar-benar telah 
diberi kewenangan dalam lembaga medis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara 
langsung berada di bawah pengawasan Pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujui 
oleh mereka; 

 
(b) mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dan kepemilikan didasarkan atas 

izin khusus atau telah mendapat kewenangan sebelumnya; 
 
(c) menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dan tindakan sebagaimana 

dinyatakan dalam paragraf (a) dan (b); 
(d) membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalam jumlah tertentu 

untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya; 
 
(e) mensyaratkan agar orang-orang yang melaksanakan fungsi medis dan ilmu pengetahuan 

membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan Bahan tersebut dengan rincian lengkap 
mengenai penggunaannya dan arsip catatan tersebut disimpan sekurang-kurangnya dua 
tahun setelah penggunaan terakhir Bahan tersebut dicatat; dan 

 
(f) melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importir tersebut adalah pejabat 

atau badan yang berwenang dari masing-masing negara atau wilayah yang mengekspor atau 
mengimpor, atau orang atau perushaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang 
berwenang di negara atau wilayah mereka untuk maksud tersebut. Persyaratan paragraf 1 
pasal 12 untuk izin ekspor dan impor bagi psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan 
II harus berlaku juga untuk psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan 
I. 

 
 Pasal 8 
 
 PERIZINAN 
 
1. Para Pihak mensyaratkan agar produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) dan 

distribusi psikotropika yang tercatat dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV 
berdasarkan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya. 

 
2. Para Pihak harus: 
 (a) mengawasi semua orang dan perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan atau 

terlibat dalam produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) atau distribusi 
psikotropika yang disebutkan dalam paragraf 1; 

 



 (b) mengawasi badan usaha atas bangunan tempat produksi, perdagangan dan dsitribusi 
psikotropika tersebut agar dilakukan sesuai dengan izin atau di bawah langkah 
pengawasan serupa lainnya; dan 

 
 (c) mensyaratkan tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap badan usaha dan 

bangunan beserta tanah sekitarnya untuk mencegah terjadinya pencurian atau 
pemindahan persediaan. 

 
3. Persyaratan dari paragraf 1 dan 2 pasal ini berkaitan dengan izin atau tindakan pengawasan 

serupa lainnya, tidak perlu diterapkan terhadap orang-orang yang diberi kuasa untuk 
melakukan dan sedang melakukan fungsi-fungsi terapi atau ilmu pengetahuan. 

 
4. Para Pihak harus mensyaratkan agar semua orang yang memperoleh izin sesuai dengan 

Konvensi ini atau mereka yang diberi kuasa sesuai dengan paragraf 1 pasal ini atau 
subparagraf (b) pasal 7 harus mempunyai kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan 
secara efektif dan tepat ketentuan perundang-undangan dan peraturan sebagaimana 
diberlakukan sesuai dengan Konvensi. 

 
 Pasal 9 
 
 RESEP DOKTER 
 
1. Para Pihak harus mensyaratkan agar psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika 

Golongan II, III, dan IV diberikan atau dibagikan untuk digunakan oleh orang-orang sesuai 
dengan resep dokter, kecuali bila seseorang secara sah mendapat kewenangan hukum untuk 
memperoleh, menggunakan, menyalurkan atau memberikan psikotropika semacam itu dalam 
melaksanakan fungsi pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. 

 
2. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa resep untuk 

psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV dikeluarkan sesuai 
dengan praktik medis yang benar dan tunduk pada peraturan, terutama mengenai berapa kali 
pemberian ulang dan lamanya masa berlaku resep tersebut karena hal itu akan melindungi 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 
3. Meskipun paragraf 1 mengaturnya, bila menurut pendapat Para Pihak keadaan setempat 

menghendaki lain karena berdasarkan kondisi seperti itu, termasuk penyimpanan catatan 
yang mengharuskannya, maka suatu Pihak dapat memberi kuasa kepada apoteker atau 
distributor eceran yang mempunyai izin dan ditunjuk oleh yang berwenang yang 
bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di negara atau negara bagiannya, untuk 
memberikan psikotropika atas kebijaksanaan penggunaannya tanpa resep, untuk tujuan 
medis bagi seseorang pada kasus-kasus yang perlu pengecualian pada Daftar Psikotropika 
Golongan III dan IV dalam jumlah kecil dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Para Pihak. 

 
  
 
 



Pasal 10 
 
 TANDA PERINGATAN PADA KEMASAN DAN PERIKLANAN 
 
1. Masing-masing Pihak harus sejauh mungkin mensyaratkan adanya petunjuk penggunaan 

yang meliputi perhatian dan peringatan yang dicantumkan pada label, dan setidak-tidaknya 
dalam setiap lembar petunjuk yang disertakan dalam kemasan eceran pada psikotropika guna 
keselamatan pemakai dengan memperhatikan setiap peraturan atau anjuran organisasi 
kesehatan dunia. 

 
2. Masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 

melarang periklanan psikotropika semacam itu kepada masyarakat umum. 
 
 Pasal 11 
 
 PERIHAL CATATAN 
 
1. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak 

mengharuskan produsen dan mereka yang diberi kewenangan berdasarkan pasal 7 
memperdagangkan dan mendistribusikan psikotropika tersebut untuk menyimpan catatan-
catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian 
jumlah bahan yang dibuat, bahan dalam persediaan, dan untuk Pihak perolehan serta 
pemusnahan dengan rincian tentang jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya. 

 
2. Berkenaan dengan psikotropika yang terdapat dalam Daftar psikotropika Golongan II dan 

III, Para Pihak mensyaratkan agar para produsen, pedagang besar, distibutor, serta eksportir 
dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan masing-masing 
Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah yang diproduksi dan untuk masing-masing 
perolehan serta pemusnahan, rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya. 

 
3. Berkenaan dengan psikotropika dalam daftar Psikotropika Golongan II, Para Pihak 

mensyaratkan kepada setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta 
lembaga ilmu pengetahuan untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh 
masing-masing Pihak, yang menunjukkan, untuk setiap perolehan dan pemusnahan 
menunjukkan rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya. 

 
4. Melalui metode yang layak dan dengan memperhatikan praktik-praktik profesional dan 

perdagangan di negara masing-masing, Para Pihak harus menjamin agar informasi mengenai 
perolehan dan pemusnahan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III oleh setiap 
distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga-lembaga ilmu 
pengetahuan akan selalu tersedia. 

 
5. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan IV, Para Pihak 

mensyaratkan agar setiap produsen, eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, 
sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, dan catatan-catatan tersebut 
memperlihatkan jumlah bahan yang diproduksi, diekspor, dan diimpor. 



 
6. Para Pihak harus mensyaratkan agar setiap produsen sediaan yang dikecualikan berdasarkan 

paragraf 3 pasal 3 menyimpan catatan-catatan mengenai jumlah tiap psikotropika yang 
digunakan dalam produksi suatu sediaan beserta sifatnya, jumlah keseluruhan, dan 
pemusnahan awal dari psikotropika tersebut. 

 
7. Para Pihak harus menjamin agar catatan dan informasi yang dimaksud dalam pasal ini yang 

diperlukan dalam rangka pelaporan berdasarkan pasal 16 harus disimpan paling tidak selama 
dua tahun. 

 
 Pasal 12 
 
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL 
 
1. (a) Setiap Pihak yang mengizinkan ekspor dan impor psikotropika yang tercantum 

dalam Daftar psikotropika Golongan I atau II harus mensyaratkan perolehan izin 
ekspor atau impor yang terpisah, pada suatu formulir yang akan ditentukan oleh 
Komisi, yang harus berisikan rincian Bahannya. 

 
 (b) Izin semacam itu harus mencantumkan nama generik (INN) atau kalau tanpa nama 

semacam itu, maka ditetapkan nama psikotropika dalam Daftar Psikotropika 
Golongan tersebut jumlah yang akan diekspor atau diimpor, formulir farmasi, nama 
dan alamat eksportir atau importir, dan jangka waktu berlakunya izin ekspor atau 
impor. Apabila psikotropika tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk sediaan, 
maka bila ada nama sediaannya, nama tersebut harus dicantumkan juga. Izin ekspor 
juga harus mencantumkan jumlah dan tanggal izin impor dan nama instansi yang 
mengeluarkannya. 

 
 (c) Sebelum mengeluarkan suatu izin ekspor Para Pihak harus mensyaratkan izin impor, 

yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari negara atau wilayah yang 
bersangkutan dan menyatakan bahwa psikotropika atau Bahan yang disebutkan di 
dalam surat pernyataan tersebut telah disetujui, dan izin itu harus dimiliki oleh orang 
atau perusahaan yang memohon izin ekspor. 

 
 (d) Salinan surat izin ekspor harus menyertai tiap-tiap pengiriman; Pemerintah yang 

mengeluarkan izin ekspor tersebut harus mengirimkan salinan kepada Pemerintah 
negara atau wilayah yang mengimpor. 

 
 (e) Setelah impor dilaksanakan, Pemerintah negara atau wilayah pengimpor, harus 

mengembalikan izin ekspor itu dengan suatu pengesahan yang menyatakan jumlah 
yang nyata diimpor, kepada Pemerintah negara atau wilayah pengekspor. 

 
2. (a) Untuk setiap ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika 

Golongan III, Para Pihak harus mensyaratkan para eksportir agar membuat suatu 
pernyataan rangkap tiga, pada formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang 
berisikan informasi sebagai berikut: 



  (I) nama dan alamat eksportir dan importir; 
  (II) jika nama yang bukan merupakan generik (INN), atau kalau tidak ada nama 

generik semacam itu, maka digunakan nama yang ditetapkan dalam Daftar 
tersebut; 

  (III) jumlah dan formulir farmasi yang mencantumkan jumlah psikotropika yang 
diekspor, dan dalam bentuk sediaan bila ada, disebut nama sediaannya; dan  

  (IV) tanggal pengiriman. 
 
 (b) Para eksportir akan menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dalam negara atau 

wilayahnya dua salinan pernyataan ekspor. Mereka akan menyertakan salinan ketiga 
bersama barang kirimannnya. 

 
 (c) Pihak Wilayah yang telah mengekpor suatu psikotropika dalam Daftar Psikotropika 

Golongan III harus sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 90 hari (sembilan puluh 
hari) sesudah tanggal pengiriman, mengirimkan kepada pejabat berwenang di negara 
atau wilayah pengimpor, melalui surat tercatat dan negara eksportir akan menerima 
kembali satu salinan bukti pengirimannya. 

 
 (d) Para Pihak dapat meminta agar setelah diterimanya pengiriman, importir harus 

mengirimkan salinan yang menyertai pengiriman tersebut, dengan konfirmasi jumlah 
yang diterima dan tanggal penerimaan, kepada pejabat yang berwenang di negara 
atau wilayah. 

 
3. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II harus 

diterapkan ketentuan-ketentuan tambahan berikut. 
 (a) Para Pihak harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang sama di 

pelabuhan-pelabuhan dan zone-zone bebas seperti yang dilakukan di tempat-tempat 
lain dikawasannya, namun demikian mereka dapat menerapkan pengawasan yang 
lebih ketat. 

 (b) Ekspor melalui kantor pos atau bank kepada rekening seseorang selain yang 
namanya tertera dalam izin ekspor harus dilarang. 

 (c) Ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I ke 
gudang berikat harus dilarang. Ekspor psikotropika dalam Daftar Psikotropika 
Golongan II ke gudang berikat dilarang kecuali jika Pemerintah negara pengimpor 
memberikan izin yang tertera dalam dokumen impor, yang diperlihatkan oleh orang 
atau perusahaan yang memper-gunakan izin ekspor tersebut, bahwa pemerintahnya 
telah menyetujui pengimporan itu untuk ditempatkan di gudang berikat. Dalam kasus 
semacam ini izin ekspor harus menyatakan bahwa pengirimannya merupakan ekspor 
untuk tujuan semacam itu. Setiap pengeluaran dari gudang berikat harus seizin 
pihak-pihak berwenang yang memiliki yurisdiksi atas gudang berikat tersebut, dan 
untuk tujuan luar negeri, dalam pengertian Konvensi ini, harus diperlakukan sebagai 
barang ekspor baru. 

 (d) Pengiriman yang masuk atau keluar dari wilayah suatu Pihak tanpa disertai izin 
ekspor harus ditahan oleh pejabat yang berwenang. 

 (e) Suatu Pihak tidak akan mengizinkan psikotropika apapun yang dikirim kenegara lain 
melalui wilayahnya, baik pengiriman tersebut dipindahkan dari alat angkutnya 



maupun tidak, kecuali jika salinan izin ekspor untuk pengiriman tersebut 
diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang di negara Pihak tersebut. 

 (f) Pejabat yang berwenang dari setiap negara atau wilayah yang mengizinkan untuk 
dilalui pengiriman psikotropika tersebut, harus mengambil semua langkah yang 
diperlukan untuk mencegah dialihkannya pengiriman tersebut ke tujuan yang tidak 
tertera dalam salinan izin ekspor yang menyertainya, kecuali jika pemerintah dari 
negara atau wilayah yang dilaluinya memberikan wewenang untuk pengalihan 
tersebut. Pemerintah negara atau wilayah yang dijadikan tempat transit harus 
memperlakukan setiap permintaan pengalihan tujuan dengan memperlakukannya 
sebagai suatu ekspor dari negara atau wilayah transit ke negara atau wilayah tujuan 
baru. Apabila pengalihan tujuan tersebut disetujui, maka ketentuan paragraf 1 (e) 
harus diterapkan antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah asal 
psikotropika ekspor tersebut. 

 (g) Psikotropika dalam transit atau yang disimpan dalam gudang berikat tidak 
diperbolehkan diproses yang dapat mengubah sifatnya. Kemasan psikotropika 
tersebut tidak boleh diubah tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 

 (h) Ketentuan-ketentuan sub paragraf (e) sampai dengan (g) yang berkaitan dengan 
pelintasan psikotropika tersebut melalui wilayah suatu negara Pihak tidak berlaku 
apabila pengiriman yang dipermasalahkan dilaksanakan dengan pesawat terbang 
yang tidak mendarat di suatu negara atau wilayah transit. Apabila pesawat tersebut 
mendarat di suatu negara atau wilayah, maka ketentuan tersebut akan diberlakukan 
sejauh keadaan memungkinkan. 

 (i) Ketentuan-ketantuan paragraf ini, tanpa berprasangka terhadap ketentuan-ketentuan 
setiap persetujuan internasional yang membatasi pengawasan, dapat dilakukan oleh 
setiap Pihak atas psikotropika semacam itu sewaktu transit. 

 
 Pasal 13 
 
 LARANGAN DAN PEMBATASAN-PEMBATASAN 
 EKSPOR DAN IMPOR 
 
1. Suatu Pihak dapat memberitahukan semua Pihak lainnya melalui Sekretaris Jenderal bahwa 

Pihaknya melarang impor ke dalam negara atau wilayahnya satu atau lebih psikotropika 
yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV sebagaimana dirinci 
dalam pemberitahuannya. Setiap pemberitahuan semacam itu harus merincikan nama 
psikotropika tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, 
dan IV. 

 
2. Apabila suatu Pihak telah diberitahu mengenai larangan sesuai dengan paragraf 1, Pihak 

tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa tidak ada satupun 
psikotropika yang dirinci dalam pemberitahuan tersebut diekspor ke negara atau salah satu 
wilayah Pihak yang memberitahukan itu. 

 
3. Meskipun ada ketentuan dalam paragraf sebelumnya, suatu Pihak yang telah menyampaikan 

pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 dapat memberikan kuasa melalui izin impor khusus 
untuk setiap kasus pengimporan sejumlah psikotropika tertentu yang dipermasalahkan atau 



sediaan yang mengandung Bahan semacam itu. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin 
impor dari negara pengimpor tersebut harus mengirimkan dua salinan izin impor khusus 
dimaksud, dengan mencantumkan nama dan alamat importir dan eksportirnya kepada 
pejabat yang berwenang di negara atau wilayah negara pengekspor untuk kemudian 
memberikan kuasa kepada eksportir yang melakukan pengiriman. 

 Satu salinan dari izin impor khusus yang benar-benar disahkan pejabat yang berwenang dari 
negara atau wilayah pengimpor harus disertakan dalam pengiriman tersebut. 

 
 Pasal 14 
 
 KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PENGANGKUT 
 PSIKOTROPIKA DALAM KOTAK OBAT PERTOLONGAN PERTAMA 
 DI KAPAL LAUT, PESAWAT TERBANG ATAU SARANA ANGKUTAN 
 UMUM LAIN YANG MELAKSANAKAN LALU LINTAS INTERNASIONAL 
 
1. Pengangkutan internasional dengan kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum 

internasional lainnya, seperti kereta api dan kendaraan bermotor, yang memerlukan 
psikotropika dalam jumlah yang terbatas sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika 
Golongan II, III, dan IV yang mungkin diperlukan selama perjalanan untuk tujuan 
pertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat selama perjalanan itu tidak 
dianggap sebagai ekspor, impor, atau pelintasan melalui suatu negara dalam pengertian yang 
dimaksud Konvensi. 

 
2. Negara pendaftar sarana angkutan harus mengambil langkah-langkah dalam usaha 

pengamanan yang memadai untuk mencegah penggunaan psikotropika seperti tertera pada 
paragraf 1, atau pengalihan psikotropika tersebut untuk maksud-maksud yang terlarang. 

 Komisi harus menyarankan usaha-usaha pengamanan semacam itu setelah berkonsultasi 
dengan organisasi internasional terkait. 

 
3. Psikotropika yang dibawa oleh kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum 

internasional lainnya seperti kereta api dan kendaraan bermotor, sesuai dengan paragraf 1, 
harus tunduk pada hukum, peraturan perundangan, perizinan dari negara pendaftar, tanpa 
praduga terhadap hak instansi setempat yang berwenang untuk melakukan pengecekan, 
pemeriksaan, inspeksi, dan langkah-langkah pengawasan lain terhadap alat angkutan 
tersebut. Pengaturan psikotropika semacam itu dalam kasus gawat darurat tidak dianggap 
sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan paragraf 1 dari pasal 9. 

 
 Pasal 15 
 
 PEMERIKSAAN 
 
Para Pihak harus memelihara penegakkan suatu sistem pemeriksaan terhadap para produsen, 
eksportir, importir, pedagang besar, dan distributor eceran psikotropika, serta terhadap lembaga 
medis maupun ilmu pengetahuan yang menggunakan Bahan semacam itu. Mereka harus siap untuk 
sesering mungkin bila dianggap perlu untuk memeriksa Bangunan, persediaan dan catatan. 
 



 Pasal 16 
 
 LAPORAN YANG HARUS DIBERIKAN 
 OLEH PARA PIHAK 
 
1. Para Pihak harus memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal, yang oleh Komisi 

diminta dan dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya, dan khususnya laporan tahunan 
mengenai pelaksanaan aturan Konvensi di wilayah mereka, termasuk informasi mengenai: 

 (a) perubahan penting dalam hukum dan peraturan mereka mengenai psikotropika dan 
 (b) perkembangan yang berarti dalam penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika di 

wilayahnya. 
 
2. Para Pihak juga harus memberitahukan Sekretaris Jenderal, mengenai nama dan alamat 

pejabat berwenang di kalangan pemerintah yang mengacu pada subparagraf (f) pasal 7, pasal 
12, dan paragraf 3 pasal 13. 

 Sekretaris Jenderal harus menyediakan keterangan tersebut bagi Para Pihak yang 
memerlukannya. 

 
3. Para Pihak harus memberikan laporan sesegera mungkin setelah kejadian kepada Sekretaris 

Jenderal mengenai setiap kasus peredaran gelap bahan psikotropik, atau penyitaan dari 
peredaran gelap semacam itu yang dianggap penting karena: 

 (a) terungkapnya kecenderungan baru, 
 (b) jumlah yang dipermasalahkan, 
 (c)terungkapnya sumber perolehan psikotropika tersebut, dan 
 (d)cara yang digunakan oleh para pelintas gelap. 
 
Salinan laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan subparagraf (b) pasal 21. 
 
4. Para Pihak harus menyampaikan laporan statistik tahunan kepada Badan sesuai dengan 

formulir yang disediakan oleh Badan sebagai berikut: 
 (a) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II, tentang 

jumlah yang diproduksi, diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau 
wilayah, serta persediaan yang dimiliki oleh para produsen; 

 
 (b) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV, 

tentang jumlah yang diperlukan serta jumlah keseluruhan yang diekspor dan 
diimpor; 

 
 (c) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II dan III, tentang 

jumlah yang digunakan dalam produksi sediaan yang dikecualikan; dan 
 
 (d) mengenai setiap psikotropika selain yang terdapat dalam Daftar Psikotropika 

Golongan I, tentang jumlah yang digunakan untuk tujuan-tujuan industri sesuai 
dengan subparagraf (b) pasal 4. 

 Jumlah yang diproduksi sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) pasal ini tidak termasuk 
jumlah sediaan yang diproduksi. 



 
5. Suatu Pihak harus memberikan informasi statistik tambahan kepada Badan atas 

permintaannya, dalam rangka keperluan yang akan datang tentang jumlah setiap 
psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV yang diekspor ke dan diimpor 
dari masing-masing negara atau wilayah. Pihak tersebut dapat meminta Badan agar menjaga 
kerahasiaan, baik tentang permintaan informasi maupun informasi yang diberikan menurut 
paragraf ini. 

 
6. Para Pihak harus memberikan informasi seperti tertera pada paragraf 1 dan 4 dengan cara 

dan waktu sesuai dengan permintaan Komisi atau Badan. 
 
 Pasal 17 
 
 FUNGSI KOMISI 
 
1. Komisi dapat mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan maksud Konvensi 

ini dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuannya, serta dapat memberi saran-saran 
yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 
2. Keputusan Komisi yang dicantumkan dalam pasal 2 dan 3 harus diterima oleh mayoritas 2/3 

anggota Komisi. 
 
 Pasal 18 
 
 LAPORAN BADAN 
 
1. Badan harus mempersiapkan laporan tahunan hasil kerjanya yang memuat analisis informasi 

statistik yang dapat digunakan dan dalam kasus-kasus yang memadai, serta bila ada, uraian 
tentang Penjelasan yang diberikan oleh atau diminta dari pemerintah, beserta setiap hasil 
pengamatan dan saran yang dikehendaki oleh Badan. Bila dianggap dianggap perlu, Badan 
dapat membuat laporan tambahan. 

 Laporan tersebut harus disampaikan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat berupa 
tanggapan yang dianggapnya layak. 

 
2. Laporan dari Badan harus disampaikan kepada Para Pihak dan kemudian diterbitkan oleh 

Sekretaris Jenderal. Para Pihak akan memberi izin pendistribusian seluas-luasnya. 
 
 Pasal 19 
 
 TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN 
 UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI 
 
1. (a) Apabila, atas dasar penelitian informasi yang diberikan oleh suatu pemerintah 

kepada Badan atau atas dasar informasi yang disampaikan oleh organ organisasi 
Perserikatan Bangsa- Bangsa, maka Badan mempunyai alasan untuk mempercayai 
bahwa tujuan Konvensi ini secara serius sedang terancam oleh kegagalan suatu 



negara atau wilayah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam 
hubungan ini Badan tersebut berhak untuk meminta penjelasan dari Pemerintah 
negara atau wilayah yang dipersoalkan. Berdasarkan hak yang dimiliki Badan untuk 
meminta perhatian Para Pihak, maka Dewan dan Komisi mengenai masalah tersebut 
dalam subparagraf (c) di bawah ini harus memperlakukan permintaan informasi atau 
penjelasan dari suatu pemerintah itu sebagai masalah yang sifatnya rahasia sesuai 
dengan subparagraf ini. 

 
 (b) setelah mengambil tindakan menurut subparagraf (a), bila menganggap puas, Badan 

dapat mengimbau Pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah 
pemulihan yang menurut keadaan diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Konvensi 
ini. 

 
 (c) Apabila Badan berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan gagal 

memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta untuk melakukan tindakan 
pemulihan menurut subparagraf (a), atau gagal mengambil tindakan pemulihan 
seperti yang telah dimintakan padanya sesuai dengan subparagraf (b), maka Badan 
tersebut dapat meminta perhatian para Pihak,Dewan, dan Komisi atas masalah 
tersebut. 

 
2. Ketika meminta perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi terhadap suatu masalah sesuai 

dengan paragraf 1(c), Badan, bila menganggap puas bahwa cara itu diperlukan, dapat 
menganjurkan Para Pihak agar menghentikan ekspor, dan/atau impor psikotropika tertentu, 
dari atau ke negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk jangka waktu yang ditetapkan 
atau sampai Badan merasa puas dengan situasi di negara atau wilayah itu; Negara yang 
bersangkutan dapat membawa masalah itu ke hadapan Dewan. 

 
3. Badan berhak mempublikasikan laporan mengenai setiap masalah yang dihadapi menurut 

ketentuan-ketentuan dari pasal ini dan menyampaikannya kepada Dewan yang akan 
meneruskan ke Para Pihak. Apabila Badan mencantumkan dalam laporan suatu keputusan 
yang diambil menurut pasal ini atau informsi terkait lainnya, Badan juga harus 
mencantumkan pandangan-pandangan dari Pemerintah yang bersangkutan bila 
dikehendakinya. 

 
4. Apabila ada keputusan Badan yang diumumkan menurut pasal ini tidak diterima secara 

bulat, maka pandangan pihak minoritas harus disebutkan. 
 
5. Setiap Negara harus diundang untuk hadir pada pertemuan Badan yang akan membahas 

permasalahan yang menarik secara langsung menurut pasal ini. 
 
6. Keputusan Badan menurut pasal ini akan diambil setelah 2/3 anggota Badan menyetujuinya. 
 
7. Ketentuan dari paragraf-paragraf di atas juga harus diberlakukan apabila Badan tersebut 

mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini dapat terancam akibat 
suatu keputusan yang diambil oleh suatu Pihak menurut paragraf 7, pasal 2. 

 



 Pasal 20 
 
 TINDAKAN-TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN 
 PSIKOTROPIKA 
 
1. Para Pihak harus mengambil tindakan yang dapat diterapkan bagi pencegahan 

penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, perawatan, pendidikan, pascaperawatan, 
rehabilitasi dan resosialisasi mereka yang terlibat, dan harus mengkoordinasikan usaha-
usaha untuk tujuan itu. 

 
2. Para Pihak harus sejauh mungkin meningkatkan pelatihan sumberdaya manusia di bidang 

perawatan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi para penyalah guna psikotropika. 
 
3. Para Pihak harus membantu mereka yang dalam pekerjaannya memerlukan pengertian 

tentang masalah penyalahgunaan psikotropika dan cara-cara pencegahannya, dan juga harus 
meningkatkan pengertian tersebut kepada masyarakat umum kalau ada bahaya meluasnya 
penyalahgunaan psikotropika tersebut. 

 
 Pasal 21 
 
 TINDAKAN TERHADAP PEREDARAN GELAP 
 
Dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum, dan pemerintahan Para Pihak harus: 
(a) mengatur pada tingkat nasional koordinasi tindakan pencegahan dan pemberantasan 

peredaran gelap, dan bagi maksud tersebut mereka dapat menunjuk suatu badan yang sesuai 
yang bertanggungjawab atas koordinasi semacam itu; 

 
(b) saling membantu dalam kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika, dan secara 

khusus segera mengirimkan laporan kepada Para Pihak yang langsung terkait melalui saluran 
diplomatik atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh para Pihak; satu salinan dari setiap 
laporan di kirimkan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16 yang berkaitan 
dengan penemuan kasus peredaran gelap atau penyitaan; 

 
(c) bekerja sama secara erat antar Pihak dan juga dengan para anggota organisasi internasional 

yang berwenang dengan maksud untuk menyelenggarakan kampanye yang terkoordinasi 
dalam melawan peredaran gelap; 

 
(d) menjamin terselenggaranya kerja sama internasional antar badan yang sesuai dan dilakukan 

secara cepat dan efisien; serta 
 
(e) menjamin bahwa apabila dokumen sah yang dikirimkan antar negara untuk tujuan proses 

peradilan, maka pengiriman tersebut hendaknya dilaksanakan secara cepat dan efisien 
kepada badan yang ditunjuk oleh Para Pihak tanpa mempertanyakan hak suatu Pihak untuk 
memperoleh dokumen hukum melalui saluran diplomatik. 

 
 Pasal 22 



 
 KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA 
 
1. (a) Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing, setiap Pihak 

harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau 
peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban menurut Konvensi ini yang dilakukan 
dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan harus menjamin 
bahwa tindak kejahatan yang serius harus dikenakan hukuman yang setimpal 
terutama dengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang mencabut 
kebebasannya. 

 
 (b) Meskipun telah disebutkan dalam subparagraf sebelumnya, apabila penyalahgunaan 

psikotropika melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu, Para Pihak dapat 
menetapkan langkah-langkah, baik sebagai langkah alternatif terhadap pemidanaan 
maupun hukuman atau di samping itu, sebagai tambahan, para panyalahguna 
menjalani langkah-langkah pengobatan, pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan 
resosialisasi sesuai dengan paragraf 1 pasal 20. 

 
2. Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan, sistim hukum dan hukum setempat 

dari suatu Pihak maka: 
 (a) (i) apabila suatu rangkaian tindakan pelanggaran terkait dengan paragraf 1 telah 

dialkukan di berbagai negara yang berbeda, masing-masing pelanggaran 
tersebut akan diperlakukan sebagai suatu pelanggaran yang terpisah; 

 
 (ii) keikutsertaan yang disengaja, persekongkolan dan upaya untuk melakukan 

tindak pelanggaran semacam itu, dan kegiatan perseiapan serta kegiatan 
pendanaan yang berkaitan dengan pelanggaran yang disepelanggaran yang 
dapat dihukum sesuai dengan paragraf 1; 

 
(iii) pemidanaan di negara asing atas tindakan pelanggaran semacam 
 itu harus dipertimbangkan juga untuk menentukan residivisme; dan 

 
  (iv) tindak pelanggaran yang serius sebagaimana disebutkan terdahulu yang 

dilakukan baik oleh warga negara setempat atau warga negara asing harus 
dituntut oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran tersebut dilakukan atau 
oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran itu ditemukan, dan apakah 
ekstradisi itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan hukum dari Pihak 
terhadap Pihak mana permohonan dibuat dan apakah pelanggaran tersebut 
telah dituntut dan diadili. 

 
 (b) Pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf 1 dan paragraf 2.a).(ii) seyogyanya 

dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam perjanjian 
ekstradisi yang telah atau mungkin akan dapat disepakati kemudian antar Pihak dan 
sebagai antar Pihak yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada, 
dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat di ekstradisikan sepanjang ekstradisi 
tersebut disetujui sesuai dengan hukum dari suatu Pihak terhadap Pihak mana 



permohonan dibuat, dan bahwa Pihak itu harus berhak untuk menolak melakukan 
penangkapan atau mengizinkan ekstradisi dalam kasus-kasus apabila pejabat yang 
berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius. 

 
3. Setiap psikotropika atau Bahan lainnya, termasuk alat-alat yang digunakan atau 

direncanakan untuk dipakai dalam setiap pelanggaran sesuai dengan paragraf 1 dan 2, harus 
dapat disita atau dirampas. 

 
4. Ketentuan pasal ini harus tunduk pada hukum setempat dari Pihak terkait tentang masalah-

masalah yurisdiksi. 
 
5. Pasal ini harus tidak memuat hal-hal yang mempengaruhi asas-asas pelanggaran, 

sebagaimana disebutkan terdahulu, tuntutan dan hukuman ditetapkan sesuai dengan hukum 
setempat suatu Pihak. 

 
 Pasal 23 
 
 PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT 
 DARIPADA YANG DITETAPKAN OLEH KONVENSI 
 
Satu Pihak dapat mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat atau keras daripada yang 
ditetapkan oleh Konvensi ini apabila menurut pendapatnya tindakan tersebut diinginkan atau 
diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
 
 Pasal 24 
 
 BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI 
 INTERNASIONAL GUNA PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI 
 
Biaya Komisi dan Badan dalam melaksanakan fungsi masing-masing menurut Konvensi ini harus 
ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan cara yang harus diputuskan oleh Majelis 
Umum Para Pihak yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan sumbangan 
dalam jumlah yang menurut Majelis Umum dianggap pantas dengan penilaian dari waktu ke waktu 
setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Para Pihak. 
 
 Pasal 25 
 
 PROSEDUR PENGAKUAN, PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, 
 DAN AKSESI 
 
1. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota badan khusus Peserikatan Bangsa-
Bangsa atau Badan Tenaga Atom Internasional atau Para Pihak pada Statuta Mahkamah 
Internasional, dan setiap Negara lainnya yang diundang oleh Dewan, dapat menjadi Pihak 
pada Konvensi ini: 

 a)dengan menandatanganinya; atau 



 b)dengan meratifikasi setelah penandatangan dan tunduk pada ratifikasi; atau 
 c)dengan mengaksesi Konvensi ini. 
2. Konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai 1 Januari 1972. Setelah itu, 

Konvensi harus terbuka untuk aksesi. 
 
3. Piagam ratifikasi atau aksesi akan didepositkan pada Sekretarias Jenderal. 
 
 Pasal 26 
 
 MULAI BERLAKUNYA 
 
1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empat puluh negara yang 

disebut dalam paragraf 1 pasal 25 menandatangani Konvensi ini tanpa ada persyaratan atas 
ratifikasi atau telah mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya. 

 
2. untuk Negara lainnya yang mendatangani Konvensi tanpa ada persyaratan atas ratifikasi, 

atau mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesi setelah penandatanganan terakhir 
atau mendepositkan sebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka Konvensi 
ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penandatanganan atau 
pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesi. 

 
 Pasal 27 
 
 PENERAPAN WILAYAH 
 
Konvensi ini harus berlaku untuk seluruh wilayah nonmetropolitan bagi hubungan internasional 
dimana setiap Pihak bertanggung jawab kecuali apabila persetujuan sebelumnya atas wilayah 
semacam itu dikehendaki oleh peraturan perundangan suatu Piahk atau peraturan perundangan 
wilayah yang bersangkutan, atau dikehendaki oleh adat. Dalam hal semacam ini Pihak harus 
berupaya memperoleh persetujuan yang diperlukan dari wilayah dalam waktu yang sesingkat 
mungkin, dan apabila persetujuan itu diperoleh. Pihak tersebut harus memberitahukan Sekretaris 
Jenderal. Konvensi ini harus berlaku diwilayahnya atau di wilayah-wilayah yang disebutkan dalam 
pemberitahuan tersebut sejak tanggal penerimaan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini apabila 
persetujuan sebelumnya dari wilayah nonmetropolitan tidak diminta, Pihak yang bersangkutan, pada 
saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi harus menyatakan wilayah nonmetropolitan atau 
wilayah-wilayah dimana Konvensi ini berlaku. 
 
 Pasal 28 
 
 WILAYAH YANG DIMAKSUD DALAM KONVENSI 
 
1. Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa, untuk penerapan 

Konvensi ini wilayahnya dibagi menjadi dua atau lebih, atau dua wilayah atau lebih itu 
digabungkan menjadi satu. 

 
2. Dua atau lebih Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa sebagai 



akibat dari pembentukan suatu kesatuan adat di antara mereka, Para Pihak menyepakati 
sebagai satu wilayah untuk penerapan Konvensi ini. 

 
3. Setiap pemberitahuan menurut paragraf 1 atau 2 harus diberlakukan pada tanggal 1 Januari 

tahun berikutnya terhitung sejak pemberitahuan tersebut dibuat. 
 
 Pasal 29 
 
 PEMBATALAN 
 
1. Setelah berakhirnya masa dua tahun dari tanggal mulai berlakunya Konvensi ini, setiap 

Pihak, atas namanya sendiri atau atas nama wilayah dimana Pihak itu mempunyai tanggung 
jawab internasional dan telah menarik persetujuan yang diberikan sesuai dengan pasal 27, 
dapat secara resmi menarik diri dari Konvensi ini melalui pernyataan tertulis yang 
didepositkan kepada Sekretaris Jenderal. 

 
2. Apabila pembatalan diterima oleh Sekretaris Jenderal pada atau sebelum hari pertama bulan 

Juli setiap tahun, maka pembatalan itu mulai berlaku pada hari pertama bulan Januari tahun 
berikutnya, tetapi apabila diterima setelah hari pertama bulan Juli tahun berjalan maka 
pembatalan tersebut akan diberlakukan sama dengan pembatalan yang diterima pada atau 
sebelum hari pertama bulan Juli tahun berikutnya. 

 
3. Konvensi ini harus berkhir jika pembatalan-pembatalan sesuai dengan paragraf 1 dan 2 

menyebabkan persyaratan pemberlakuan Konvensi sebagaimana tercantum dalam paragraf 1 
pasal 26 tidak terpenuhi lagi. 

 
 Pasal 30 
 
 AMANDEMEN 
 
1. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dari setiap 

amandemen tersebut dengan alasan-alasannya harus disampaikan kepada Sekretaris 
Jenderal, yang selanjutnya menyampaikan naskah-naskah tersebut kepada Para Pihak dan 
Dewan. Dewan dapat memutuskan: 

 (a) apakah harus mengadakan konperensi sesuai dengan paragraf 4, pasal 62 dari 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang 
diusulkan; atau 

 (b) menanyakan kepada Para Pihak apakah mereka menerima usul amandemen tersebut 
dan juga meminta untuk menyampaikan tanggapan apa saja terhadap usulan tersebut 
kepada Dewan. 

 
2. Apabila sebuah usul amandemen yang diedarkan sesuai dengan paagraf 1 (b) tidak ditolak 

oleh satu Pihak pun dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka usulan 
amandemen harus diberlakukan. Namun, apabila amandemen yang diusulkan tersebut 
ditolak oleh suatu Pihak, Dewan dapat memutuskan sesuai dengan tanggapan yang diterima 
dari Para Pihak apakah suatu konperensi harus diadakan untuk mempertimbangkan 



amandemen semacam itu. 
 
 Pasal 31 
 
 PERBEDAAN PENDAPAT 
 
1. Apabila timbul perbedaan pendapat di antara dua Pihak atau lebih sehubungan dengan 

penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Para Pihak tersebut harus berkonsultasi bersama-
sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui negoisasi, penelitian, 
penengahan, perujukan, arbitrasi, bantuan dari badan-badan regional, melalui proses hukum, 
atau cara-cara damai lainnya sesuai dengan pilihannya. 

 
2. Setiap perbedaan pendapat semacam itu yang tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara 

yang ditetapkan berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak yang berbeda pendapat harus 
dialihkan kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan. 

 
 Pasal 32 
 
 PENSYARATAN 
 
1. Tidak ada satu pensyaratan pun yang diperbolehkan, kecuali yang dibuat sesuai dengan 

paragraf 2, 3, dan 4 pasal ini. 
 
2. Setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi dapat mengajukan 

pensyaratan terhadap ketentuan ketentuan berikut dalam Konvensi ini: 
 (a) pasal 19, paragraf 1 dan 2; 
 (b) pasal 27; dan 
 (c) pasal 31. 
 
3. Suatu Negara yang berkeinginan untuk menjadi Pihak tetapi berkeinginan diberi 

kewenangan untuk mengajukan pensyaratan lain yang berbeda dengan pensyaratan sesuai 
dengan paragraf 2 dan 4 dapat memberitahukan maksudnya kepada Sekretaris Jenderal. 
Kecuali, bila pada akhir bulan ke dua belas setelah tanggal penyampaian pensyaratan 
tersebut oleh Sekretaris Jenderal, pensyaratan tersebut ditolak oleh sepertiga jumlah negara 
yang menandatangani tanpa pensyaratan ratifikasi, peratifikasian atau aksesi terhadap 
Konvensi sebelum akhir periode tersebut, maka harus dianggap telah diizinkan, tetapi 
dengan pengertian bahwa negara-negara yang telah menolak pensyaratan itu, tidak dibebani 
kewajiban hukum kepada negara yang mengajukan pensyaratan pada Konvensi ini yang 
dipengaruhi oleh pensyaratan tersebut. 

 
4. Suatu Negara yang di wilayahnya terdapat tanaman yang tumbuh secara liar yang 

mengandung bahan psikotropik seperti diantara yang tercantum dalam Daftar Psikotropoika 
Golongan I dan yang dipergunakan secara tradisional yang digunakan oleh kelompok kecil 
tertentu yang jelas diakui dalam upacara yang bersifat magis atau agamis, pada waktu 
penandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan pensyaratan tentang tanaman 
tersebut sehubungan dengan ketentuan pasal 7, kecuali untuk ketentuan yang berkaitan 



dengan perdagangan internasional. 
 
5. Suatu Negara yang telah mengajukan pensyaratan dapat setiap waktu memberi tahu secara 

tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk menarik semua atau sebagian pensyaratan yang 
diajukannya. 

 
 Pasal 33 
 
 PEMBERITAHUAN 
 
Sekretaris Jenderal harus memberitahukan kepada semua negara yang tercantum dalam paragraf 1 
pasal 25: 
(a) penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan pasal 25; 
 
(b) tanggal berlakunya Konvensi ini sesuai dengan pasal 26; 
 
(c) pembatalan sesuai dengan pasal 29; dan 
 
(d) deklarasi dan pemberitahuan sesuai dengan pasal 27, 28, 30, dan 32. 
 
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa menandatangani Konvensi 
ini atas nama pemerintah masing-masing. 
 
DIBUAT di Wina, pada hari ke 21 bulan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dalam satu 
salinan bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. Konvensi ini akan didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan-salinan naskah asli yang telah disahkan kepada 
seluruh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara lain sebagaimana yang disebut 
dalam paragraf 1 pasal 25. 
 
LIHAT FISIK 
 
++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini 

dimungkinkan akan ada.  
 
Daftar Psikotropika Golongan III 
 
INN     Nama Lain    Nama Kimia 
(Nama Generik) 
1. AMOBARBITAL Asam 5-etil-5-(3-metilbutil)  barbiturat 
2. GLUTETIMIDA 2-etil-2-fenilglu-tarimida 
3. PENTOBARBITAL Asam 5-etil-5-(1-metilbutil)  barbiturat. 
4. SEKOBARBITAL Asam 5-alil-5-(1-metilbutil)   barbiturat. 
5. SIKLOBARBITAL Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)- 5-eti lbarbiturat. 
 
++ Garam-garam dari bahan-bahan tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan ini 



dimungkinkan akan ada. 
   

Daftar Psikotropika Golongan IV 
 
 INN  Nama Lain  Nama Kimia 
(Nama Generik) 
 
1.AMFEPRAMONA 2-(dietilamino)   propiopenon 
2.BARBITAL Asam 5,5-dietil   barbiturat. 
3.ETINAMAT 1-etinil sikloheksanol   karbamat 
4.etklorvirol etil-2-kloroviniletil-   karbinol 
5.FENOBARBITAL Asam 5-etil-5-fenil   barbiturat. 
6.MEPROBAMAT 2-metil-2-propil-1,3 propanadiol  dikarbamat. 
7.METAKUALON 2-metil-3-0-tolil-4 (3H)   kuinazolinon. 
8.METFENOBARBITAL Asam 5-etil-1-metil-5- fenil-  barbiturat. 
9.METIPRILON 3,3-dietil-5-metil-2,   4 piperidina-dion 
10.PIPRADO 1,1-difenil-1-(2- piperidil)   metanol 
11.SPA (-)-1-dimetilamino-1,   2 difeniletana. 
 
++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini 

dimungkinkan akan ada. 
  ---------------------- 
 
+ Nama-nama yang tercetak dalam huruf besar yang berada di bagian lajur kiri adalah Bukan 

Nama Internasionl (INN). Dengan satu kekecualian (+)-Lysergide), nama-nama bukan paten 
atau umum diberikan hanya bila INN belum diusulkan. 

 
++ Catatan dari Sekretariat: Komisi Narkotika menetapkan, melalui pemungutan suara dengan 

surat-menyurat, sesuai dengan keputusannya Nomor 6 (XXVII), 24 Februari 1977, untuk 
memasukkan kalimat ini pada akhir masing-masing Daftar Psikotropika Golongan. 
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CURRICULUM VITAE 

Nama Lengkap : QURNAIN 

Nama Panggilan : QUR 

Tetala   : Situbondo, 16 Maret 1988. 

Jenis kelamin   : Laki-laki  

Agama   : Islam 

Alamat Asal  : Dsn. Tribungan, Ds. Sumberkolak, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo,   

Prov. Jawa Timur. 

Alamat di Jogja : Jl. Kusumanegara UH.II.730. 

 

Orang Tua : 

a. Ayah   : Ridfuladi 

b. Ibu   : Zaituni 

Alamat Orang Tua : Dsn. Tribungan, Ds. Sumberkolak, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo,   

Prov. Jawa Timur. 

. 

 

Riwayat Pendidikan: 

- 1994-2000   : MI nurul huda 

- 2000-2003   : MTsN 1 Situbondo 

- 2003-2006   : MAK Nurul Jadid Paiton, probolinggo. 

- 2006- sekarang  : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

Riwayat Organisasi 

-  Ketua Korp LINGGAR (Lingkar Gerak Aksi Revolusioner) 2006-sekarang 

- Koordinator Depatemen Intelektual PMII Rayon Fakultas Syariah 2007-2008 

- Anggota Badan Eksekutif Jurusan (BEM-J JS) 2007-2009 

- Ketua OPAK Fakultas Syariah 2008-2009 

- Amggota Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta (PANJY) 2009-sekarang 

- Koordinator Depatemen Riset dan Intelektual Badan Eksekutif Jurusan (BEM-J JS) 

2009-2011  
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